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ABSTRACT 

This research presents the development of information system for irrigation asset management, called Sistem Informasi 
Management Asset Irigasi-Jaringan Tersier (SIMAI-JT).  The SIMAI-JT was designed as a management tool for tertiary 
irrigation network.  The development phase of SIMAI consists of system design, coding, and implementation.  The design 
phase includes structural and  functional design.  The program was designed and developed using VBA application over 
the GIS-platform. The input data was the spatial data in the form of points, polylines and polygons that describe the 
component of the irrigation network. The input data was acquired from the field survey (using camera and GPS) and 
digital conversion from the existing maps.  Furthermore, all the spatial data obtained were converted to GIS layers.  Then, 
the system integrated and display those layers in the form of photo, satellite imagery, and table information. Finally, an 
irrigation water user association at farmer level or Himpunan Petani Pemakai Air Irigasi (HIPPA) Sido Mulyo which 
located at Karangsono, District Bangsalsari, at the regency of Jember was selected to test the systems. The design was 
calibrated based on the capability and needs of HIPPA. The result shows that the information system must be designed 
with (i) showing maps according to the satellite imagery, identification and potential damage of tertiary irrigation 
network accompanied by the photo of the structure, (ii) artificial intelligence in determination of damage priority, and 
lastly (iii) institutional performances. The outcome of this program is being utilized in the meeting for planning 
institutional strategy in handling of tertiary irrigation network damage(s).  

Keywords: irrigation, infrastructure, tertiary network, assets management, information system  
  

 
ABSTRAK 

Penelitian ini memaparkan tahap pengembangan sistem informasi untuk manajemen aset irigasi, yang diberi nama 
Sistem Informasi Management Asset Irigasi-Jaringan Tersier (SIMAI-JT). SIMAI-JT dirancang secara khusus untuk 
dapat digunakan sebagai alat manajemen pada tingkat jaringan irigasi tersier. Tahap pengembangan SIMAI-JT 
mencakup desain sistem, pemrograman, dan implementasi.  Tahap desain mencakup struktural dan fungsional.  
Program aplikasi ini didesain dan dikembangkan menggunakan aplikasi VBA di atas platform GIS. Input data ke dalam 
sistem adalah data spasial dalam format point, poliline dan poligon yang menggambarkan karakteristik komponen dari 
jaringan irigasi. Data diperoleh dari survey lapangan (menggunakan GPS dan kamera) dan digitalisasi dari peta 
konvensional yang ada. Selanjutnya, semua data spasial yang diperoleh dikonversi ke layer GIS. Sistem 
mengintegrasikan dan menampilkan semua layer  dalam  bentuk foto, citra satelit, dan informasi tabel. Pengujian 
sistem dilakukan pada HIPPA Sidomulyo, Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, di wilayah Kabupaten Jember. 
Hasil  desain dikalibrasi berdasarkan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan HIPPA. Hasil menunjukkan  bahwa 
sistem informasi harus dirancang dengan (i) menampilkan peta berbasis citra satelit daerah irigasi, identifikasi dan 
potensi kerusakan pada jaringan  irigasi tersier yang disertai dengan foto bangunan; (ii)  kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) dalam penentuan prioritas kerusakan; dan (iii) kinerja kelembagaan. Keluaran program dipergunakan 
dalam rapat anggota untuk perencanaan strategi kelembagaan dalam penanganan kerusakan jaringan irigasi tersier. 

Kata kunci : infrastruktur, irigasi,  jaringan tersier, manajemen aset, sistem informasi  
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I. PENDAHULUAN 

Jaringan irigasi tersier merupakan bagian jaringan 
irigasi yang dimulai dari sadap tersier ke petak 
tersier. Prasarana irigasi ini pada umumnya 
terdiri dari bangunan ukur tersier, saluran tersier 
dan kuarter termasuk boks tersier dan kuarter, 
serta bangunan pelengkap lainnya yang terdapat 
di petak tersier (Direktorat Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian, 2018).  

Pada tahun 2015, kerusakan jaringan irigasi 
permukaan Indonesia mencapai 46,03% dari  
7.145.168 Ha dari tingkat kerusakan ringan, 
sedang sekitar dan rusak berat (Direktorat 
Jenderal SDA, 2015). Klimatologi, panjang musim 
irigasi, kualitas air, kualitas konstruksi, dan lain-
lain, dapat berakibat penurunan fungsi dan daya 
guna jaringan irigasi (Sagardoy, Bottrall, & 
Uittenbogaard, 1986). Oleh karena itu, perlu 
dilakukan pemeliharaan jaringan. 

Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan upaya 
menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar 
selalu dapat berfungsi dengan baik guna 
memperlancar pelaksanaan operasi dan 
mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan 
perawatan, perbaikan, pencegahan dan 
pengamanan yang harus dilakukan secara terus 
menerus (Kementerian PUPR, 2015a).  

Salah satu upaya pemeliharaan adalah dengan 
rehabilitasi. Meski demikian, Purwantini & 
Suhaeti (2017) menyatakan bahwa walaupun 
rehabilitasi sarana irigasi terus dilakukan, namun 
belum signifikan mengatasi kerusakan tersebut.  

Salah satu upaya rehabilitasi jaringan irigasi 
adalah Program Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Program P3-TGAI 
bertujuan untuk menyediakan air bagi kawasan 
pertanian melalui pemeliharaan, rehabilitasi dan 
juga peningkatan jaringan irigasi kecil (luas 
kurang dari 150 hektar), irigasi tersier dan irigasi 
desa dilakukan melalui pemberdayaan Petani 
Pemakai Air (P3A) atau gabungan Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Di Jawa 
Timur, P3A diberi nama HIPPA/Himpunan Petani 
Pemakai Air. Selama kurun waktu tahun 2014 
sampai dengan 2016, telah dilakukan program P3-
TGAI di 3.429 lokasi dengan total anggaran 
sebesar Rp 180 miliar. Tahun 2017, dilakukan di 
3.000 lokasi dengan dana mencapai Rp 600 miliar 
dan pada tahun 2018, jumlah lokasi P3-TGAI 
direncanakan lebih banyak lagi menjadi 5.000 
lokasi (Direktorat Jenderal SDA, 2018).      

Kerusakan prasarana jaringan tersier yang 
tersebar di berbagai lokasi serta keterbatasan 
sumber daya pengelola merupakan faktor 

penghambat dalam pengambilan keputusan 
rehabilitasi secara tepat guna. Rehabilitasi tepat 
guna dilakukan sesuai potensi pengembangan 
wilayah dan sesuai dengan tingkat kerusakan 
serta keberfungsian prasarana, sehingga perlu 
adanya sistem manajemen aset jaringan tersier 
yang berbasis spasial.  

Manajemen informasi merupakan perpaduan 
antara manusia, perangkat keras, perangkat 
lunak, jaringan komunikasi, sumber kebijakan dan 
prosedur dalam menyimpan, mengambil, 
mengubah, serta menyebarluaskan informasi 
dalam suatu organisasi (O’Brien & Marakas, 
2012). 

Manajemen informasi infrastruktur irigasi 
merupakan bagian dari manajemen informasi 
pertanian yang diharapkan mampu 
menginterpretasikan infrastruktur irigasi, hak air, 
sistem irigasi pertanian (on-farm irrigation 
systems), pola tanam dan penggunaan air (water 
use), arus balik (return flows), rencana 
penggunaan lahan, hak guna, lingkungan, resiko 
banjir dan lainnya (Belt & Smith, 2014). Di sisi 
lain, manajemen informasi ini perlu didukung oleh 
GIS (Benka & Bulatovic, 2004). Manajemen 
informasi pertanian ini sangat kompleks.  

Manajemen informasi pertanian dibedakan 
menjadi tiga ragam, yaitu lingkungan yang 
kompleks, struktur pertanian yang kompleks dan 
penerapan teknologi (Husemann & Novković, 
2014). Pemisahan infrastruktur (termasuk 
atributnya) dipadukan dengan GIS sebagai 
manajemen aset yang dipergunakan untuk 
mengidentifikasi struktur kritis dan menentukan 
prioritas perbaikan (Belt & Smith, 2014). 

Manajemen aset jaringan primer dan sekunder 
dilakukan Sistem Informasi Pengelolaan Aset 
Irigasi (SIPAI) (Kementerian PUPR, 2015b), 
sedangkan manajemen aset tersier belum 
dilakukan. Karakteristik tersier, potensi 
pengembangan dan pertimbangan daya saing 
wilayah mengakibatkan SIPAI agak sulit 
diterapkan di jaringan tersier. Oleh karena itu 
perlu dlakukan desain Sistem Informasi 
Manajemen Aset khusus untuk Jaringan Tersier 
yang dapat dipergunakan oleh HIPPA dengan 
bimbingan teknis dinas terkait dan perguruan 
tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah mendesain dan 
mengalibrasi Sistem Informasi Manajamen Aset 
Irigasi (SIMAI) untuk Jaringan Tersier (JT). 
Kalibrasi dilakukan berdasarkan parameter 
manajemen aset yang dibutuhkan dan mampu 
dikerjakan oleh Himpunan Petani Pemakai Air 
(HIPPA). 
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II. METODOLOGI 

2.1. Lokasi Penelitian 

Desain dan pengembangan sistem dilakukan di 
Laboratorium Teknik Pengendalian dan 
Konservasi Lingkungan (TPKL), Fakultas Teknik 
Pertanian, Universitas Jember. Lokasi 
implementasi dilakukan di HIPPA Sido Muncul, 
Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, 
Kabupaten Jember. Secara administrasi pengairan 
termasuk dalam Kejuron Sukorejo dan 
Karangsono, UPTD Curah Malang, Dinas pengairan 
Kabupaten Jember.  

2.2. Tahap  Penelitian 

Tahap penelitian mencakup desain, 
pemrograman, dan kalibrasi. Rehabilitasi 
dilakukan dengan sistem manajemen aset irigasi. 

Pemeliharaan berbasis manajemen aset 
merupakan upaya perbaikan kerusakan atau 
pergantian untuk: (i) inventarisasi jaringan; (ii) 
penyusunan program pemeliharaan dan 
(iii) penentuan prioritas pemeliharaan dalam 
strategi pemeliharaan (Gambar 1).  

2.2.1. Tahap Desain  

Sistem informasi ini dirancang untuk menilai atau 
mengevaluasi kerusakan/kondisi dan 
keberfungsian jaringan irigasi berdasarkan 
foto/gambaran kondisi dan hasil pengukuran, 
serta lokasi jaringan irigasi/kerusakan  pada saat 
penelusuran atau inspeksi. Foto kondisi dan 
keberfungsian ditempatkan dalam direktori 
(folder), dan dikaitkan (link) dengan data spasial 
(ruang) dan data atribut kerusakan pada platform 
GIS. Keuntungan yang diperoleh dalam penerapan 
SI - Inventarisasi Jaringan Irigasi adalah: 

 (1) Lokasi kerusakan dapat terekam dengan baik 
oleh GPS. Perekaman ini akan  memudahkan 
dalam evaluasi perbaikan yang telah 
dilakukan. 

 (2) Kondisi kerusakan dapat dikontrol berbagai 
tingkat pengelola. Pada saat awal identifikasi 
dilakukan oleh pelaksana lapang dengan 
foto/image kerusakan. Pada tahap 
selanjutnya, UPT atau Dinas dapat 
mengevaluasi kembali berdasarkan 
foto/image kerusakan yang telah dilakukan 
oleh HIPPA/juru. 

(3) Lokasi dan kondisi dapat dievaluasi kembali 
pada saat pelaksanaan pekerjaan 
pemeliharaan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri PUPR No. 
12/PRT/M/2015 (OP) dan Peraturan Menteri PUPR No. 
23/PRT/M/2015 (PAI) 

Gambar 1 Pemeliharaan Berbasis Manajemen Aset 
      

Desain sistem informasi terdiri dari desain 
struktural dan desain fungsional. 

a. Desain Struktural  

Secara struktural Sistem Informasi Manajemen 
Aset Irigasi Jaringan Tersier (SIMAI-JT) didesain 
dengan  enam komponen utama, yaitu (i) Multiple 
Document Interface (MDI); (ii) Windows Folder 
Dokumen; (iii) Windows GIS - Jaringan Irigasi; (iv) 
Windows DBaseGIS; (v) Windows Decorder Image; 
dan Windows Dokumen Target Foto  (Gambar 2). 
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Gambar 2 Desain Struktural 
 
 

 

Gambar 3 Desain Fungsional 
 
 
 
 
 

b. Desain Fungsional  

SIMAI-JT didesain untuk membentuk manajemen 
aset jaringan irigasi tersier berdasarkan kondisi 
dan keberfungsian aset guna memperoleh 
prioritas perbaikan aset yang ditampilkan dalam 
bentuk image, GIS dan DBase. Penampilan ketiga 
(image, GIS dan DBase)  komponen ini diharapkan 
menjadi masukan (input) bagi pembentukan 
program kerja HIPPA. Hasil manajemen aset 
dipadukan dengan potensi kelembagaan. Dengan 
demikian, akan terbentuk program kerja HIPPA 
berbasis manajemen aset. Secara fungsional 
SIMAI-JT ini disajikan pada Gambar 3. 

Desain tampilan program meliputi lima 
komponen utama, yaitu (i) image; (ii) GIS;  
(iii) DBase Infrastruktur; (iv) Dbase Kelembagaan 
dan (v) manajemen aset tersier. 

2.2.1. Pemrograman/Coding 

Program ditulis menggunakan Aplikasi VBA (map 
basic)  yang ada pada Map Info. Keenam 
komponen SIMAI-JT  diintegrasikan membentuk 
suatu sistem informasi yang mampu 
menampilkan, query, editing, dan visualisasi data 
spasial. 

Keterangan : 

(1) Multiple Document 
Interface (MDI) 

(2) Windows Folder 
Dokumen 

(3) Windows GIS; 
(4) Windows DBaseGIS; 
(5) Windows Decorder 

Image; 
(6) Windows Dokumen 

Target Foto 
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2.2.2. Kalibrasi Program  

Penelitian dilakukan dengan menguji parameter 
program berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 
pengguna (HIPPA) melalui penelusuran dan rapat 
HIPPA. Penelusuran dilakukan untuk penilaian 
kondisi dan keberfungsian bangunan dan saluran, 
serta kelembagaan HIPPA. Hasil penelusuran 
dipergunakan sebagai bahan dalam rapat HIPPA. 
Hasil pengujian dipergunakan untuk kalibrasi 
parameter program. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain SIMAI-JT dipergunakan untuk penilaian 
kondisi dan keberfungsian bangunan dan saluran, 
serta kelembagaan HIPPA. Penilaian kondisi dan 
keberfungsian bangunan dan saluran 
dipergunakan sebagai pertimbangan dalam 
pelaksanaan manajemen aset. Fitur yang ada pada 
SIMAI-JT dijelaskan sebagai berikut.  

3.1. Fitur Foto  

Decoder Image (Gambar 4) menampilkan foto dari 
(i) bangunan dan saluran hasil penelusuran dan 
(ii) dokumen administrasi HIPPA, (iii) dokumen 
aktivitas HIPPA dan (iv) foto tanaman. 

Foto bangunan dan saluran hasil penelusuran 
dipergunakan untuk menilai kondisi dan fungsi 
saluran dan bangunan, foto dokumen HIPPA 
untuk penilaian kelembagaan dan foto tanaman 
untuk menilai kondisi tanaman. Data foto sangat 
berguna bagi HIPPA, karena HIPPA dapat 
menjelaskan kondisi dan fungsi prasarana kepada 
anggota dan pembina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Decorder Image 

3.2. Fitur GIS 

Geographic Information System (GIS) merupakan 
perangkat lunak yang dapat menampilkan spasial 
saluran dan bangunan. Tampilan GIS dilengkapi 
dengan (1) tool; (2) layer; (3) Link Image dan 
(4) peta (Gambar 5). Peta sangat berguna bagi 
HIPPA untuk menyetahui penyebab dan dampak 
kerusakan dan ketidakberfungsian aset, serta 
kondisi tanaman. Data spasial dalam program ini 
dinyatakan dalam   enam layer, yaitu (i) GPS (titik-
titik kerusakan); (ii) saluran (iii) bangunan; (iv) 
petak tersier; (v) layer desa/HIPPA dan (vi) layer 
tanaman. 

Dbase aset terdiri tiga komponen, yaitu 
(i) identitas aset; (ii) kerusakan dan 
(iii) keberfungsian. Penilaian kondisi dan 
keberfungsian saluran dilakukan penelusuran 
bersama HIPPA (pengurus) dan Kelompok 
Pendamping Lapang (KPL, Juru, PPL Pertanian 
dan aparat kecamatan). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 5 Geographic Information System (GIS) 

 

Keterangan : 
(1) Tools  
(2) Direktori Image 
(3) Link Image; 
(4) GIS 

Keterangan: 
1.  Nama File 
2.  Ukuran File 

3. Tanggal File 
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Kondisi dan fungsi aset diidentifikasi berdasarkan 
titik-titik GPS, kemudian dilakukan rekapitulasi 
menjadi kondisi dan fungsi aset ruas saluran 
(sebagai satu aset). Setiap bangunan dan ruas 
saluran dinilai sebagai satu aset. Hal ini dilakukan 
untuk mempermudah pelaksanaan konstruksi 
perbaikan/pemeliharaan aset. 

3.2.1. Identitas Aset 

Identitas aset berbasis geospasial dengan 
menggunakan GPS. Kemudian dilengkapi dengan 
identifikasi berdasarkan tipe, jenis dan dimensi 
aset. HIPPA dan Kelompok Pendamping Lapang 
mampu mengidentifikasi titik koordinat. 

3.2.2. Kerusakan 

Penilaian kerusakan dilakukan melalui 
pengamatan kerusakan retak, plesteran 
terkelupas, berlubang dan roboh/putus sesuai 
dengan Form-01 Pemeliharaan (Kementerian 
PUPR, 2015a). Nilai kerusakan dinilai 
berdasarkan program pemeliharaan yang 
dilakukan dengan perbandingan bobot kerusakan 
(Kementerian PUPR, 2015b) dengan penilaian 
sebagai berikut : 

Baik  :  tingkat kerusakan < 10% 
Ringan :  tingkat kerusakan 10-20% 
Sedang :  tingkat kerusakan 21%-40% 
Berat :  tingkat kerusakan > 40% 

Pada jaringan tersier, komponen infrastruktur 
utama adalah struktur bangunan dan pintu. 
Namun demikian,  di wilayah kajian pada 
bangunan belum ada pintu air (hanya sponeng) 
sehingga penilaian hanya dilakukan terhadap 
kerusakan struktur. 

Tingkat kerusakan diberi angka (skor). HIPPA dan 
pendamping lapang mampu untuk mengukur 
dimensi kerusakan namun belum mampu 
melakukan penilaian tingkat kerusakan. Dengan 
demikian, HIPPA dan KPL perlu mendapatkan 
peningkatan kemampuan untuk penilaian bobot 
kerusakan dengan melaksanakan pelatihan teknis. 
Kalibrasi parameter ini disesuaikan dengan 
kemampuan HIPPA dan KPL dengan penilaian 
sebagai berikut: 

Tabel 1 Penilaian Bobot Kerusakan 

Skor Tingkat 
Kerusakan 

Kondisi Kerusakan 
Struktur 

1 Berat Putus/Roboh 
2 Sedang Berlubang 
3 Ringan Terkelupas 
4 Baik Retak 

3.2.3. Keberfungsian 

Kinerja aset irigasi ditentukan oleh keberfungsian 
aset irigasi sebagai penyalur air irigasi sesuai 

waktu, jumlah, ketepatan dan keterjaminan debit 
yang dibutuhkan oleh tanaman (Bos, Burton, & 
Molden, 2005) dengan kriteria (Kementerian 
PUPR, 2015a) penilaian sebagai berikut : 

Baik Sekali : Kinerja > 90% 
Baik :  Kinerja antara 70%-90% 
Sedang :  Kinerja antara 55%-69% 
Buruk :  Kinerja < 55% 

Penilaian keberfungsian ini hanya dipahami oleh 
pengamat yang berpengalaman dan sulit 
diterapkan oleh HIPPA atau KPL. Oleh karena itu, 
hal ini dipermudah dengan indikator kondisi 
tinggi muka air normal (TMA) sebagai berikut: 

Tabel 2 Penilaian Keberfungsian 

Skor Tingkat 
Keberfungsian 

Kondisi Limpahan/ 
Overtopping Muka Air 

pada Bangunan/ 
Saluran 

1 Tidak Berfungsi Setiap tahun 
2 Buruk Setiap tiga tahun sekali 
3 Kurang Berfungsi Setiap lima tahun 
4 Baik Tidak pernah 

Indikator ini menunjukkan kemampuan 
penyaluran debit irigasi. Masing-masing struktur 
dbase layer hasil validasi dengan kemampuan 
HIPPA disajikan pada Gambar 6, 7, 8 dan 9. 

3.3. Petak Tersier 

Petak tersier menunjukkan daerah layanan irigasi. 
Oleh karena itu, petak tersier meng-
interpretasikan luas layanan (luas baku) dan tata 
tanam. Tata tanam dimaksudkan untuk 
menunjukkan kemampuan irigasi dan menjadi 
pertimbangan bagi rehabilitasi. 

Tata tanam ini disertai dengan foto tanaman. Foto 
tanaman dapat menginterpretasikan bagan warna 
daun,  sehingga memperkirakan tingkat kehijauan 
dan pertumbuhan tanaman guna evaluasi 
produksi pertanian yang diharapkan (Abu, Basri, 
& Made, 2017). Struktur Dbase petak tersier 
disajikan pada Gambar 9. 

3.4. Kelembagaan HIPPA 

Kelembagaan HIPPA merupakan kelembagaan 
pengelola irigasi yang dibentuk oleh petani 
pemakai air secara demokratis pada setiap daerah 
layanan/petak tersier atau desa. 

Kelembagaan HIPPA seharusnya mempunyai 
legalitas agar dapat menarik Iuran Pengelolaan 
Irigasi (IPAIR) secara legal, dan mempunyai 
sistem administrasi agar dapat 
dipertanggungjawabkan pada anggota. Dengan 
demikian pengelolaan dapat dilakukan secara 
teknis (teknis irigasi dan teknis pertanian).  Oleh 
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karena itu, dbase kelembagaan HIPPA ini disusun 
berdasarkan perpaduan antara (i)Aspek 
Kelembagaan HIPPA; (ii) Aspek Teknik Irigasi; 
(iii) Aspek Teknik Pertanian; dan (iii) Aspek 
Keuangan, agar dapat menjamin keberlanjutan 
pengelolaan irigasi. Struktur dbase kelembagaan 
HIPPA disajikan pada Gambar 10. 

3.5. Manajemen Aset 

Manajemen aset merupakan suatu  proses 
pengambilan keputusan ranking aset berdasarkan 
kondisi dan keberfungsian aset dengan 
persamaan sebagai berikut (Kementerian PUPR, 
2015b): 

 

𝑃 = (0,35𝐾 + 0,65𝐹1,5) (
𝐴

𝐴𝐷𝐼
)
−0,5

.......................... (1) 

Keterangan: 

P  = ranking aset 
K = nilai skor kondisi aset  
F  = nilai skor fungsi aset 
A  = luas layanan aset (Ha)  
ADI = luas daerah irigasi (Ha)  

Perhitungan ini akan sangat sulit bila dihitung 
secara manual oleh HIPPA dan KPL, dengan 
demikian kecerdasan buatan (artificial 
intelligence) perlu ditambahkan dalam program. 
Interpretasi program disajikan pada Gambar 11.

 

 
Keterangan : 
(1) Daftar GPS 
(2) Nomor Urut Ruas Saluran 
(3) Nomor GPS Ruas Saluran 
(4) Nomor GPS Total 
(5) ID Nomor GPS Total 
(6) Tipe dan Nama Tipe Ruas 

Bangunan 
(7) Koordinat Aset 
(8) Luas  DI (Ha) 
(9) Luas Layanan (Ha) 
(10) Ruas Saluran 
 (11) Kondisi/kerusakan  
 (12) Keberfungsian 

 
Gambar 6 Struktur GPS 

 

 

 

 
Keterangan : 
(1) Daftar Ruas Saluran 
(2) Nomor Urut Ruas Saluran 
(3) Nomor GPS Ruas Saluran 
(4) Group  
(5) Nomenklatur 
(6) Tipe dan Nama Tipe Ruas 

Bangunan 
(7) Koordinat Aset 
(8) LuasDI (Ha) 
(9) Luas Layanan (Ha) 
(10) Link Direktori  
(11) Kondisi/kerusakan 
 (12) Keberfungsian 

 
Gambar 7 Struktur Ruas Saluran 
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Keterangan : 
(1) Daftar Bangunan 
(2) Nomor Urut Bangunan 
(3) Nomor GPS Bangunan 
(4) Group  
(5) Nomenklatur 
(6) Tipe dan Nama Tipe Saluran 
(7) Koordinat Aset 
(8) Luas DI (Ha) 
(9) Luas Layanan (Ha) 
(10) Link Direktori  
 (11) Kondisi/kerusakan 
 (12) Keberfungsian  

 
 

Gambar 8 Struktur DBase Bangunan 

 

 

Keterangan : 
(1) Daftar Petak Tersier 
(2) Daftar Sub Petak Tersier 
(3) Nomor Urut Petak Tersier 
(4) Nomor GPS Petak Tersier 
(5) Luas Layanan (Data) (Ha) 

 
(6) Luas Koreksi GPS dan image satelit 
(7) Saluran/Bangunan pengembilan petak teriser 
(8) Lembaga Pengelola 
(8) GPS Komoditi 
(9) Tata Tanam 
 

 

Gambar 9 Struktur Petak Tersier 
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Keterangan : 

 (1) Inventori    
        Bangunan 
 (2) Inventori Saluran 
 (3) Manajamen Aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 11 Manajemen Aset 

 
 

3.6.  Manfaat Sistem Informasi Manajemen 
Aset Jaringan Tersier 

HIPPA Sido Muncul, Desa Karangsono, Kecamatan 
Bangsalsari, Kabupaten Jember dan KPL diberikan 
pelatihan SIMAI-JT sebelum melakukan 
penelusuran bersama.  

Hasil interpretasi SIMAI-JT dipergunakan untuk : 
 (1) Manajemen aset Jaringan Tersier yang 

berfungsi menentukan prioritas kerusakan 
bangunan; 

 (2) Evaluasi potensi kelembagaan sebagai 
pertimbangan penyusunan strategi 
operasional dalam pengumpulan pendanaan 
untuk perbaikan aset dan operasi aset. 

Pencapaian program kerja HIPPA berbasis 
manajemen aset dapat mendukung keberlanjutan 
sistem irigasi. 
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IV. KESIMPULAN  

Hasil rancangan dan kalibrasi SIMAI-JT 
berdasarkan kemampuan dan kebutuhan HIPPA 
menunjukkan bahwa sistem informasi harus 
dirancang dengan (i) menampilkan peta berbasis 
citra satelit daerah irigasi, identifikasi dan potensi 
kerusakan pada jaringan  irigasi tersier yang 
disertai dengan foto bangunan; (ii)  kecerdasan 
buatan (artificial intelligence) dalam penentuan 
prioritas kerusakan; dan (iii) kinerja 
kelembagaan. Keluaran program dipergunakan 
dalam rapat anggota untuk perencanaan strategi 
kelembagaan dalam penanganan kerusakan 
jaringan irigasi tersier. 

HIPPA dalam pengimplementasian program perlu 
mendapatkan pendampingan/pelatihan dari dinas 
terkait atau perguruan tinggi dengan 
memanfaatkan aplikasi perangkat lunak dalam 
program pembelajaran elektronik melalui LMS 
(Learning Management System). Selain itu, sistem 
informasi perlu dikembangkan dengan modul 
pembiayaan, sehingga dapat memberikan 
pertimbangan berdasarkan pembiayaan. 
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